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ABSTRAK 

Tujuan dari penilitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama 

pembangunan ruko antara pemilik modal dan pemilik lahan. Metorde penelitian 

dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normative empiris. Hasil penelitian 

didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan ruko dengan 

menggunakana perjanjian secara lisa. Penyelesaian sengketa pada perjanjian 

kerjasama pembangunan ruko dilakukan tersebut melakukan upaya hukum diluar 

pengadilan (non litigasi) yakni melalui negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut 

dituangkan pada perjanjian kesepakatan bersama secara tertulis yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak, adapun kesepakatan para pihak bahwa 

masalah wanprestasi tersebut tidak akan dibawa ke ranah hukum dan pemilik lahan 

sepakat untuk melakukan pergantian rugi secara sepenuhnya sebsesar biaya 

pembangunan yang telah dikeluarkan oleh pemilik. Maka para pihak untuk 

mengikatkan diri dengan pperjanjian tertulis. 

Kata Kunci: Perjanjian kerjasama, pembangunan ruko 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah salah satu amanat konstitusi untuk membangun, 

mensejahterakan, dan menjadi negara yang adil di Indonesia  berdasarkan 

keyakinan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang 

dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dimana pembangunan nasional 

adalah pembangunan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

mewujudkan kesejahteraan umum, dan melindungi serta mewujudkan tumpah 

darah Indonesia seutuhnya. Berkontribusi pada ketertiban dunia dan 

perdamaian abadi. 

Pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat mempunyai arti yang 

sangat luas. Pembangunan dapat didefinisikan dari berbagai aspek dan 

perspektif dalam kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi, budaya, politik 

dan lain-lain yang mempengaruhi hak dan kebebasan orang dalam suatu negara 

atau pemerintahan.1 

Dalam pembangunan negara, tidak hanya kesejahteraan kelompok dan 

kelompok serta kualitas hidup masyarakat  dalam bentuk peningkatan taraf 

hidup, tetapi juga semua orang di Indonesia harus merasa setara dan langsung 

dengan masyarakat. Di Indonesia, di mana krisis multifaset masih berlanjut, 

fokus masih pada sektor ekonomi, dengan berbagai bentuk infrastruktur untuk 

mendukung  pembangunan di berbagai bidang seperti pembangunan jalan, 

jembatan, irigasi, pembangunan gedung dan perumahan. Dan dukungan Untuk 

pembangunan nasional di segala bidang, sarana dan harga serta 

infrastrukturnya sangat diperlukan. 

Dalam pembangunan, ada beberapa hal yang mempengaruhi laju, seperti 

pertumbuhan penduduk. Karena pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat, 

Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan pembangunan yang cukup 

 
1 N∂nik Trih∂stuti, Hukum Kontr∂k K∂ry∂, Set∂r∂ Press, M∂l∂ng, 2013, Hlm. 1. 
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pesat. Kebutuhan lahan di Indonesia  semakin meningkat dari waktu ke waktu. 

Akibat pertumbuhan penduduk, masyarakat berinovasi untuk memenuhi 

kebutuhan bangunan nasional yang dapat digunakan untuk perumahan dan 

bisnis guna meningkatkan kesejahteraan.  

Salah satu cara untuk melakukannya adalah  dengan bekerja sama 

sehingga keduanya mendapat manfaat dari pembangunan. Banyak masyarakat 

yang memiliki modal tetapi tidak memiliki tanah, tetapi ingin  membangun dan 

berinvestasi dalam bentuk arsitektur. Oleh karena itu, salah satu 

kemungkinannya adalah orang-orang yang bermodal memiliki suatu bentuk 

perjanjian untuk mendirikan suatu bangunan di atas tanah orang lain, dengan  

suatu  bentuk perjanjian yang sudah pasti akan saling menguntungkan. 

Pada dasarnya perjanjian didasarkan pada perbedaan atau ketidaksamaan 

kepentingan antara para pihak. Desain kontrak selalu diawali dengan proses 

negosiasi antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berusaha 

menciptakan suatu bentuk kesepakatan untuk menyatukan apa yang diinginkan 

(keuntungan) melalui proses negosiasi. Pendekatan umum untuk perjanjian 

kerjasama, pada kenyataannya, didasarkan pada perbedaan kepentingan bahwa 

perjanjian kontrak berusaha untuk mengganti kerugian. Dalam kontrak bisnis, 

masalah keamanan dan ketidakberpihakan sebenarnya diselesaikan ketika 

perbedaan antara para pihak diselesaikan melalui mekanisme hubungan 

kontrak yang berfungsi secara profesional.2 

Kontrak kerja sama merupakan implementasi dari prinsip kebebasan 

berkontrak, dan para pihak bebas menentukan keinginannya, yang dituangkan 

dalam syarat-syarat kontrak. Dalam pernyataannya, prinsip ini dapat 

menciptakan ketidakadilan, karena mencapai tujuan mencapai kemakmuran 

dengan cara terbaik hanya jika para pihak menyeimbangkan kekuatan tawar 

mereka. Dalam praktiknya, hal ini sering terjadi sehingga negara menganggap 

perlu melakukan intervensi untuk melindungi partai politik yang lemah, 

sebagaimana dijelaskan dalam proses peradilan peraturan perundang-undangan 

 
2  Agus Yudh∂ Hermoko, Hukum Perj∂njian, As∂s Proporsion∂lit∂s D∂l∂m Kontr∂k 

Komersi∂l, Cet.3, Kenc∂n∂, J∂k∂t∂, 2013 Hlm.3 
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dan putusannya.3 Isi perjanjian dapat memuat maksud, hak dan kewajiban para 

pihak dan pihak lain. 

Hukum kontrak Indonesia menetapkan bahwa seseorang bebas untuk 

membuat kontrak dengan pihak manapun. Selain itu, hukum yang berlaku 

hanya mengatur orang-orang tertentu saja yang tidak dapat mengadakan suatu 

perjanjian, sebagaimana  diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Namun, 

melihat lebih jauh pada Pasal 133, ditetapkan bahwa seseorang yang telah 

mengadakan kontrak dengan pihak yang dianggap tidak memiliki yurisdiksi 

berdasarkan Pasal 1330 akan berlaku kecuali pihak tersebut meminta 

cadangan. Orang yang tidak memiliki kewenangan. 

Berdasarkan prinsip-prinsip Pacta Sunt Servanda, semua kontrak adalah 

hukum yang mengikat  para pihak yang membuat kontrak. Pasal 1338 

KUHPerdata juga mengatur bahwa semua perjanjian yang ditandatangani 

secara sah berlaku  bagi mereka yang membuatnya menurut undang-undang. 

Hal ini dapat diartikan bahwa membuat perjanjian sama dengan membuat 

undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian dengan diri kita 

sendiri. 

Rencana pelaksanaan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam perjanjian 

kerjasama  tidak selalu tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Banyak hal 

yang dipengaruhi oleh kehendak manusia, dan di luar kehendak manusia 

mempengaruhi cara pelaksanaan perjanjian kerjasama, dan akibatnya, rencana 

bisa mandek atau bahkan terbengkalai sama sekali. Pada akhirnya, teori dan 

praktik hukum berkembang atas dasar tidak dilaksanakannya perjanjian 

kerjasama dengan berbagai bentuk dan konsekuensi.  

Salah satu kasus menarik yang diusut adalah perjanjian kerjasama di 

Kecamatan Lombok Timur tepatnya di Kecamatan Kerruak Desa Selebung 

ketangga di Lombok Timur. Perjanjian ini pada dasarnya adalah semacam 

perjanjian lisan antara para pihak, berdasarkan kesepakatan bersama bahwa 

total delapan ruko akan dibangun di atas 35 hektar, di mana pemilik modal akan 

 
3  Suh∂rnoko, Hukum Perj∂nji∂n Teori D∂n An∂lis∂ K∂sus, Pren∂d∂ Medi∂, J∂k∂rt∂, 2004, 

Hlm.2 
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tunduk pada klausul bagi hasil. Anda bisa mendapatkan keuntungan dari 

menyewa lima ruko dibangun, dan pemilik real estate bisa mendapatkan 

keuntungan dari menyewa tiga ruko dibangun. Para pihak menyimpulkan 

kontrak dengan sertifikat nyata ketika bangunan toko benar-benar selesai, 

tetapi 60% dari konstruksi bermasalah, di mana pihak ketiga membawa 

peralatan toko. Dia mengklaim  memiliki hak atas real estat juga. Oleh karena 

itu, dalam hal ini, ada masalah hukum bahwa pihak pertama tidak jujur ketika 

membuat kontrak dengan pemilik modal, yaitu pihak kedua. 

Mempertimbangkan masalah ini, perjanjian lisan berada pada posisi yang 

lemah ketika pertama kali digunakan dalam perjanjian kerja sama ketika kerja 

sama membutuhkan modal relatif, dan perlindungan  pihak kedua yang 

memiliki modal sangat diperkuat.Saya mengerti ini. Saya merasa berisiko, 

terutama jika pihak pertama  tidak etis saat menandatangani kontrak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan 

beberapa masalah. Rincian masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaiimanakah keteintuan pelaksianaan perjainjian kerjiasama pemibangunan 

Ruiko anitara pemiodal deingan pemiilik laihan di Lomibok Tiimur? 

2. Bagaim iana upaiya penyielesaian sengiketa an itara keduia be ilah pihak daliam 

perjanjiian kerjaisama pemibangun ruiko apaibila terjiadi wanp irestasi anitara 

pemoidal dengian pemiliik lahian di Lomibok Timiur? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1 Tujiuan Penielitian  

a. Untiuk mengetaihui bagaiimana pelakisanaan perjanijian kerijasama 

pembaingunan ruko antar ia pemoidal dan peimilik lahian  

b. Untuik menigetahui bagaiimana perliindungan hukium bagi para pihak 

dalaim perjanijian kerjasaima pembaingunan ruiko 

 

 

 

 



5 
 

 
 

2 Manifaat Penielitian  

a. Manifaat Akadiemis 

Seciara Akadeimis, dapat mempieroleh bahian-baihan hukium sebiagai 

penyusuinan skripisi yang meruipakan salah satu syairat uintuk 

menyeleisaikan stuidi di tinigkat Stiara satu (S1) pada Hukumim 

Universiitas Muhiammadyiah Matiaram 

b. Manfaat Teoritis 

Secaira teo iritis, peneliitian ini dihiarapkan dapiat memiberikan 

kontriibusi atau sum ibangan pemiikiran daliam pengeimbangan il imu 

hukuim pada umuminya khusiusnya huikum perd iata.  

c. Manfaat Praktis 

Yaikni denigan pen ielitian ini dihairapkan dapiat memiberikan masiukan 

bagi masiyarakat, pemierintah, legisilatif, praiktisi huikum dan apiarat 

peneigak hukium dalam memecaihkan masialah-masalah hukuim yang 

berikaitan dengian Perjanijian yang dibuiat secaira lisian 

D. Originalitas Penelitian 

1. Nama Penulis: Muhammad Sidrata 

Judul: Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Dalam kaitan nya Dengan 

Kewenangan Notaris 

Rumusan masalah: 

a. Apiakah Risialah lelaing harus dibiuatkan beriupa auitentik 

b. Bagaimainakah tata  cara pelaks ianaan lelan pada PT. Balai Lelang 

Tri Agung Luminitu Semarang 

Hasil Penelitian: 

a. Sesuai denigan ket ientuan yang berilaku diatur Periaturan Mentri 

Keuaingan Nomor 93/PMK.06/2010 tent iang petunjiuk pelaksan iaan 

leilang yang diliakukan dalam 3 fase yaitu : fase persi iapan le ilang, 

fase peliaksanaan lelang, fase setel iah lelang  

b. Daliam Pasal 35 Vendu Reglam ient jelas bahwa risailah lelang harus 

dibuiat engan data aiutentik, untuk itu p ieranan Notiaris sebiagai 
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pejaibat pembuiat akta siangat diperilukan Notiaris mempiunyai 

kewenaingan untuk membiuat risialah leilang. 

2. Nama Penulis: Julianita Perangin angina 

Judul: Pelaksanaan perjanjian pendanaan dalam perjanjian bangun bagi 

Rumusan Masalah: 

a. Bagaiimana akiibat hukiumm apabila terjadi waniprestasi dari dalah 

satu pihak. 

b. Bagiaimana pelaksianaan perjanjian bangu inan bagi para 

pembaingunan komplek. 

Hasil Penelitian: 

a. Bahiwa pihak yang diru igikan menurut presitasi dari pihakn yang 

melakukan wainprestasi tersiebut, namun sebelu im diajiukan gugatian 

wanprestasi ke pengadiilan oleh para devel iover dengan pem iilik 

tainah tersebut, melialui advis hukium noitariss tercapiai keseipakatan 

anitara develoiper dnegan pemi ilik tainah dengan caria mela ikukan 

penamibahan dana dari orang pemi ilik terisebut sehiingga pada 

akhirinya devieloper dapat melaks ianakan pembangiunan perumaihan 

di jalan setia budi tersiebut 

b. Pelakisanaan perjainjian banigun bagi bagi awialnya denigan 4 orang 

develoiper. Pada saat itu masi ing-masing A sebanyak 30%, B 

sebanyak 40%, CC sebainyak 20%, dan D sebanyak 10% dari jum ilah 

keseluriuhan modal dibbutuhkian dalam pelakisanaan pembanigunan 

tanah seluas 10,729 M2, naimun pada perjal ianan waktu develo iper Z 

yang mengiangganti seluiruh modal dari devel ioper C sehinigga 

dibuiatlah perjainjian pendaniaan yang baru oleh notaris den igan 

mengeiluarkan nama C dan m iasukkan niama Z dalam perjainjian 

pendianaan teirsebut. 

3. Nama Penulis: Feni Wulandari 

Judul: Kepastian Hukum Akta Perjanjian Jual Beli Yang Digunkan Di Bank 
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Rumusan Masalah: 

a. Bagaiimana kepastiian hukium atais akta perj ianjian jual beli objekinya 

digiunakan bank 

b. Bagaiimana perlindiungan hukium terhaidap pemibeli yang melakiukan 

perjanijian jual beli yang objieknya digunakian bank. 

Hasil Penelitian: 

a. Tidak memberikian keipastian dan perlinduingan hu ikum kepiada para 

pihiak mengeinai perjanijian yang dibiuatnya. Kediudukan aktia jual 

beli ini batal deimi hukum 

b. Perlinidungannya dapiat dilakiuakan pihiak pemibeli terleibih dahulu 

memeiriksa keberaidaan bukti kepemilikian ha katas tainah atau 

banguinan yang menjiadi obejk perjainjian perlinidungan bagi pemibeli 

yaitu perilindungan repiresif dan prefeinif 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Jilid 3 KUHPerdata mengatur verbintenissenreht, yang didalamnya 

terdapat istilah overeenkomst. Dikenal dengan tiga terjemahan 

verbentenis: komitmen, kewajiban, dan kesepakatan, overeenkomst 

memiliki dua terjemahan: kesepakatan dan kesepakatan.4 

Peingertian perijanjian itu sendi iri diaitur dalaim Pasal 1313, Bab II, 

Buku III, KUHPerdata, yang menientukan bahwa:5 

“Perjanjiian adialah suaitu peribuatan dengain man ia satu pihiak atau 

lebih mengikiatkan diriinya terha idap satu oraing atau lebih.” 

Untiuk memahaimi pengeirtian perjianjian, dikemuikakan bebierapa 

pendapiat para ahli, antara lain: 

a. Salim H.S., menyebiutkan bahwa: “Perjainjian adaliah hubuingan 

hukium antaira suibjek huikum yang lain dalaim bidiang harta kekiayaan, 

dimiana subjek hukium yang lain berkewiajiban untuk melaksainakan 

prestaisinya sesuiai den igan yang teliah disepakaitinya”6 

b. R. Subekti, menyebiutkan baihwa: “Peirjanjian ad ialah suatiu perisitiwa 

dimiana sese iorang berjianji kepiada se iorang lain atau diman ia dua 

oriang itu saliing berj ianji untuk melaksaniakan sesuiatu hal dua”.7 

 
4 H∂ndri R∂h∂rjo, Hukum Perj∂nji∂n Di Indonesi∂, Pust∂k∂ Yusiti∂, Yogy∂k∂rt∂, 2009, Hlm. 

41 
5 Soesilo D∂n R. Pr∂mudji, Kit∂b Und∂ng-Und∂ng Hukum Perd∂t∂, Cet, 1. Rhedbook 

Publisher, J∂k∂rt∂, 2008, Hlm. 235. 
6 S∂lim H.S. (I), Hukum Kontr∂k Teori & Teknik Penyusun∂n Kontr∂k, Sin∂r Gr∂fik∂ 

J∂k∂rt∂, 2009, Hlm. 27. 
7 Sut∂rno, Aspek-Aspek Hukum Perkredit∂n P∂d∂ B∂nk, Alf∂bet∂, B∂ndung, 2009, Hlm. 74. 
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c. Abduil kadir Muihammad, menyebutikan bah iwa: “Perjainjian adalah 

suaitu perset iujuan dimiana dua oran ig atau lebih saliing mengingaitkan 

diri uintuk melakisanakan suatiu hal dailam lapanga in hartia kekaiyaan”.8 

Berdasarkan  beberapa definisi di atas, kita dapat menyimpulkan 

bahwa kontrak membutuhkan setidaknya dua pihak dan kedua belah pihak 

harus setuju untuk memiliki konsekuensi hukum tertentu.  

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 

Paisal 1320 KUHPerdata meneintukan 4 syarat sahnyia perjianjian, 

sepeirti berikut ini:9 

a. Adanya kesepakatan (teosteming/izin) kedua belah pihak. 

Perjanjian yang mereka ingat adalah bahwa para pihak  telah 

menyetujui atau memiliki kesepakatan bersama atas kehendak  para 

pihak lain tanpa dipaksakan melalui kerancuan atau penipuan yang 

terkait dengan perjanjian tersebut. Pernyataan kehendak antara satu 

pihak atau lebih.  

b. Kecakapan bertindak. 

Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum bagi perbuatan hukum. 

Artinya, Anda harus waras sebagai orang dewasa  dan tidak dilarang 

oleh hukum untuk melakukan tindakan tertentu. Kemampuan 

bertindak adalah kesanggupan atau kesanggupan untuk melakukan 

perbuatan hukum. 

c. Adanya objek perjanjian (onderwerp der overeenskomst).  

Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa subjek suatu kontrak adalah 

pelayanan (prinsip kontrak). Kinerja adalah  kewajiban debitur dan  

hak kreditur. Menurut Wirdjini, barang yang belum tercakup dalam 

akad bisa jadi prodjodikoro dalam arti relatif. Tidak ada pemahaman 

yang mutlak. Akad jual beli beras yang sedang mekar tanpa pengertian 

relatif, seperti akad jual beli yang diperjualbelikan berupa beras pada 

 
8 Titik Triwul∂n Tutik, Peng∂nt∂r Hukum Perd∂t∂ Di Indonesi∂, Prest∂si Pust∂k∂, J∂k∂rt∂, 

2006, Hlm.243 
9 S∂lim H.S. (II), Peng∂nt∂r Hukum Ped∂t∂ Tertulis (BW), Sin∂r Gr∂fik∂, J∂k∂rt∂, 2011 

Hlm. 162-166 
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saat akad, tetap menjadi milik penjual.10 Dan, Pasal 1332 KUH 

Perdata mengatur bahwa barang-barang yang terikat kontrak hanyalah 

barang-barang yang dapat diperdagangkan. Secara tradisional, barang 

yang tidak dapat diperdagangkan dianggap sebagai barang yang tidak 

dapat diperdagangkan untuk kepentingan publik, sehingga biasanya 

tidak menjadi subjek perjanjian.  

d. Adanya kausa yang halal (geoorloofde oorzaak). 

Pasal 1320 KUHPerdata tidak menjelaskan pengertian orzaak 

(kekuatan halal). Sehubungan dengan syarat ini, Pasal 1335 

KUHPerdata mengatur bahwa  perjanjian yang dibuat tanpa alasan 

atau karena alasan yang dilarang adalah tidak sah. Pasal KUHPerdata 

hanya mencantumkan penyebab yang dilarang. Dilarang jika 

melanggar hukum, martabat, atau ketertiban umum dan moral. Hoge 

Raad telah mendefinisikan Orzaak sebagai tujuan pesta sejak tahun 

1927.  

Dari keempat syarat hukum tersebut  baik yang berkaitan dengan 

pokok akad maupun pokok akad. Syarat pertama dan kedua 

berhubungan dengan subyek  atau syarat subyektif kontrak. Klausa 

ketiga dan keempat berkaitan dengan pokok bahasan dan syarat-syarat 

objektif kontrak. Perbedaan antara kedua persyaratan tersebut juga 

terkait dengan masalah ketidakabsahan kontrak (nieteg atau null dan 

ab unitio). 

Syarat  pertama keabsahan kontrak adalah bahwa kontrak berarti para 

pihak setuju atau harus menyetujui isi kontrak. Perjanjian ini dibuat 

tanpa unsur paksaan atau  penipuan. Jika Anda mengetahui bahwa 

kontrak mengandung unsur-unsur di atas, kontrak tetap berlaku 

selama belum diakhiri atau telah diputuskan oleh pengadilan.11 

 
10 W∂rjono Prodjodikoro, As∂s-As∂s Hukum Perj∂nji∂n, Cet.7, Sumur B∂ndung, B∂ndung, 

2004, Hlm 29 
11 Emm∂ Nurl∂el∂ S∂ri, Tel∂∂h Terh∂d∂p Pem∂tuh∂n Sy∂r∂t Subjektif  dan Objektif S∂hny∂ 

Su∂tu Perj∂nji∂n, Vol.1 No.1 (2019), Jurn∂l Poros Hukum P∂dj∂dj∂r∂, Di∂kses Di 

https;//Jurnal.Fh.Unfad.Ac.Id/Indek.Php/Jphp/Article/View/236. 
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Syarat hukum kedua untuk mengadakan suatu kontrak adalah 

kemampuan/kemauan para pihak. Sebagai aturan, setiap orang dewasa 

atau rasional dapat bertindak di bawah hukum. 

Persyaratan kontraktual hukum ketiga berkaitan dengan persyaratan 

khusus yang menjadi subjek perjanjian. Menurut Pasal 1333 

KUHPerdata, perjanjian itu sekurang-kurangnya harus berupa 

perjanjian pokok, yaitu perjanjian pokok yang jenisnya tertentu. 

Besaran modal yang tidak menentu tidak menjadi kendala selama 

besaran modal dapat ditentukan.12 

Dalam hal demikian, syarat sahnya akad keempat adalah dasar yang 

sah, artinya dasar legitimasi itu ada pada isi akad. Perjanjian yang 

dibuat tanpa alasan atau karena alasan yang salah tidak memiliki 

akibat hukum. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa  perjanjian 

itu tidak boleh melanggar hukum kesusilaan dan ketertiban umum dan 

kesusilaan. 

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian 

Hukum kontrak, antara lain, memiliki beberapa prinsip umum (prinsip 

donor) yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat:13 

a. Asas Konsensualitas 

Dengan kata lain, ketika tercapai kesepakatan antara para pihak, pada 

dasarnya kesepakatan itu sudah ada. Kesepakatan Pasal 1320 

KUHPerdata adalah bahwa para pihak yakin dan bersedia untuk saling 

menerima pemenuhan kontrak. 

 

b. Asas Pacta Sunt Servanda  

Artinya, para pihak harus menepati janji bahwa “perjanjian itu sah 

demi hukum dan harus dipenuhi bagi yang melakukannya” 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata.  

 
12 Retn∂ Gum∂nti, Sy∂r∂t Sy∂hny∂ Perj∂nji∂n (Ditinj∂u Dari Kuhperd∂t∂). Vol.5 No.1 

(2019), Jurn∂l Pel∂ngi Ilmu, Di∂kses Di https://jurnal.uns.ac,id/indek,php 
13 Joh∂nes Ibr∂him, Pengimp∂s∂n Pinj∂m∂n (Kompens∂si) Dan As∂s Kebeb∂s∂n Berkontr∂k 

D∂l∂m Perj∂nji∂n Kredit B∂nk, Penerbit CV. Utomo, J∂k∂rt∂, 2003, Hlm. 37. 
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c. Asas Kebebasan Berkontrak   

Kebebasan berkontrak berarti adanya kebebasan seluas-luasnya yang 

memungkinkan hukum untuk mencapai kesepakatan dengan 

masyarakat umum, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum 

itikad baik dan ketertiban umum serta kesusilaan. (Pasal 1338 Jo 1337 

KUHPerdata). 

d. Asas Itikad Baik dan Kepatutan.  

Prinsip ini menekankan bahwa para pihak yang membuat perjanjian 

harus berdasarkan integritas untuk mencapai tujuan bersama. 

Pelaksanaan kesepakatan harus terkait dengan apa yang pantas dan 

harus diikuti dalam masyarakat. (Pasal 1338 ayat (3)). 

Dari keempat asas perjanjian tersebut, asas perjanjian disebutkan 

sebagai dasar perjanjian antara  para pihak. Kesepakatan atau 

Kemungkinan Siapapun bebas untuk membuat kesepakatan atau 

kesepakatan asal yang konsisten dengan hukum integritas dan 

integritas. Perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan 

memperhatikan standar martabat dan kelayakan para pihak. Asas 

pacta sunt servanda pada dasarnya mengatur bahwa kontrak mengikat 

para pihak yang membuat kontrak dengan kewajiban yang tercantum 

dalam kontrak. 

4. Berakhirnya Perjanjian 

Pemutusan kontrak tidak diatur secara tegas, tetapi hanya dalam 

KUHPerdata yang menyebutkan pemutusan kontrak dalam Pasal 1381 

KUH Perdata. Pasal 1381 KUHPerdata mengacu pada pembatalan 

perjanjian. Namun, kebijakan pembatalan juga merupakan kebijakan 

pembatalan karena kontrak biasanya diselesaikan terlebih dahulu. 

Beridasarkan ketentuian Piasal 1381 KUHPerdata hapu isnya perjan ijian 

kariena sebiagai beriikut:14 

 
14 Abdul R.S∂lim, Esensi Hukum Bisnis Indonesi∂, Pren∂d∂ Medi∂, J∂k∂rt∂, 2011, H∂lm. 

42-43 
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a) Pembaiyaran 

b) Penaiwaran pembiayaran tuniai, diikuiti oleh pen iyimpanan atau 

peniitian; 

c) Kariena pemb iaharuan utiang 

d) Kareina perjuimpaan atau koimpensasi 

e) Kariena perca impuuran h iutang 

f) Kareina pemb iahasan huitang 

g) Kaarenia mu isnahnya bariang yang terutanig 

h) Kariena pemb iatalan atau kebiatalan 

i) Karen ia berlakuinya suiatu syariat biatal 

j) Kareina lewiat waiktu 

Adapiun penjaibaran darii Paisal tersiebut tentanig berakihirnya perjanjiian 

disebiabkan o ileh:  

1. Pembaiyaran 

Di bawah hukum aliansi, pembayaran dipahami sebagai 

penyediaan layanan sukarela. Menyelesaikan pencapaian ini akan 

menghapus aliansi. Jika tujuan persekutuan/perjanjian tercapai 

melalui pembayaran ini, maka pembayaran tersebut adalah  

pelaksana persekutuan yang tepat.  

2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan 

Jika kreditur menolak untuk membayar debitur, debitur dapat 

melakukan  pembayaran tunai diikuti dengan penawaran escrow. 

Cara ini diatur dalam pasal 1404-21402 KUHPerdata dan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: “Barang atau dana yang dibayarkan 

akan diberikan secara resmi oleh notaris atau pejabat pengadilan 

dengan dua orang saksi. Notaris atau akta notaris akan membuat 

rincian barang atau uang yang harus dibayar, pergi ke tempat 

pembayaran yang disepakati, dan pergi ke kreditur individu atau 

tempat tinggalnya kecuali jika diperjanjikan lain. Notaris atau 

petugas penegak hukum kemudian mengumumkan bahwa ia akan 

memenuhi permintaan debitur  untuk membayar utang debitur, 
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yang dibayar dengan menyerahkan barang atau dana yang 

ditentukan. " 

3. Pembaharuan hutang 

Pembaharuan hutang adalah kesepakatan yang 

memutuskan aliansi lama, tetapi pada saat yang sama 

menciptakan aliansi baru yang menggantikan aliansi lama. 

4. Perjumpaan hutang atau konpensasi 

Penyelesaian hutang atau kompensasi adalah metode 

memutuskan aliansi yang diciptakan oleh situasi di mana dua 

orang saling berhutang dan digunakan untuk menghapus hutang 

di antara keduanya. Karena alasan-alasan hukum, utang-utang itu 

diselesaikan tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang 

bersangkutan, dan jika pelunasan itu dilakukan dengan  jumlah 

yang sama, kedua utang itu akan saling hapus, demikian Pasal 

1424 KUH Perdata. 

5. Percampuran hutang 

Pencampuran utang terjadi karena posisi kreditur dan debitur 

melebur menjadi satu. Misalnya, seorang kreditur meninggal 

dunia sedangkan debitur adalah satu-satunya ahli waris. Atau, 

debitur menikahi kreditur dalam komunitas properti. 

Penonaktifan karena utang campur otomatis dilakukan karena 

alasan hukum  (Pasal 1436 KUHP). 

6. Pembebasan hutang 

Pengaimpunan utaing adialah perb iuatan hukium di miana 

krediitur melepaskian haiknya unituk meinagih tagiihan terhiadap 

deibitur. Undiang-un idang tiidak  meingatur bagiaimana peluinasan 

utaing melialui tinidakan sepiihak aitau tiimbal bailik 

7. Musnahnya barang yang terhutang  

Jika suatu produk tertentu yang tercakup dalam suatu kontrak 

musnah, tidak dapat lagi diperjualbelikan, atau hilang, dan sama 

sekali tidak diketahui apakah produk tersebut masih terikat 
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kontrak, maka produk tersebut akan musnah atau hilang, selama 

dibatalkan. Barang itu bukan kesalahan debitur, tetapi sebelum ia 

gagal menyerahkannya. Juga, misalnya, jika debitur terlambat 

menyerahkan barang, maka kewajiban itu akan berakhir dan 

barang itu akan menderita juga, bahkan jika debitur  

membuktikan bahwa pemusnahan barang itu disebabkan oleh 

suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari. Nasib, meski sudah 

berada di tangan kreditur. (Pasal 1444 KUHPerdata) 

8. Pembatalan perjanjian  

Jika kontrak tidak sah, maka tidak ada kewajiban hukum yang 

muncul. Oleh karena itu, keterlibatan hukum belum ditinggalkan. 

Tidak ada kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu 

tidak ada kontrak atau tidak ada cara yang memungkinkan untuk 

diputus (Pasal 1446 KUH Perdata, j.o Pasal 1320 KUH Perdata). 

Permohonan pembatalan dilakukan oleh orang tua/wali dari pihak 

yang tidak berwenang, atau oleh pihak yang menyatakan 

persetujuan berdasarkan penegakan, pengawasan, atau penipuan. 

9. Berlakunya suatu syarat batal  

Aliansi bersyarat adalah aliansi yang bergantung pada  

peristiwa yang belum terjadi atau berakhir (void) dan peristiwa 

yang belum. Aliansi yang pendiriannya dihentikan karena suatu 

peristiwa terjadi disebut aliansi kewajiban-bersyarat. Untuk 

aliansi yang  ada yang penghentiannya telah ditangguhkan oleh 

peristiwa ini, aliansi disebut sebagai aliansi dengan kondisi tidak 

valid. 

 

10. Lewat waktu  

Kedaluwarsa (kadaluarsa) jangka waktu  menurut Pasal 1946 

KUHPerdata adalah  sarana untuk memperoleh sesuatu atau 

melepaskan dari kewajiban setelah lewat jangka waktu tertentu 

menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja sama  

1. Pengertian Perjanjian Kerja Sama  

Peingertian perjanjiian dia itur dalaim Paisal 1313 KUHPeridata dimiiana 

dalaim Pasail te irsebut dijeliaskan biahwa:15 

“Perjanjiian adailah suaitu peribuatan den igan ma ina saitu oraing atau 

leibih mengikiatkan diirinya terhiadap satu oirang la iin atau lebiih.” 

Akan tetapi, pengertian umum dari suatu perjanjian  adalah suatu 

peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau  dua pihak  

berjanji untuk saling melakukan sesuatu atau tidak. Dengan kata lain, 

perjanjian adalah suatu peristiwa konkrit yang dapat diamati. Bentuk 

kontrak adalah sekumpulan kata-kata yang memuat kontrak yang memuat 

kontrak/kontrak yang dibuat oleh para pihak  secara lisan atau tertulis. 

Peristiwa ini menciptakan hubungan antar pihak  yang disebut aliansi. 

Perjanjian kerjasama terdiri dari istilah perjanjian dan kerjasama. 

Menurut Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih yang mengandalkan perjanjian untuk menimbulkan akibat 

hukum. Tidak ada perjanjian kerjasama yang diatur lebih rinci oleh 

KUHPerdata. Namun menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian 

kerjasama merupakan bagian dari perjanjian yang dicalonkan. 

2. Klarifikasi Jenis Perjanjian Kerja Sama  

Perjianjian dapiat dibeidakan bieberapa ca ira yaitu: 

1) Perjanijian meniurut yaikni ;16 

a. Perjanijian ya ing bersuimber dairi hukium keluiarga. Misailnya, 

perkawiinan   

b. Perjianjian yiang bersiumber dairi huikum kebeindaan, adialah 

perjianjian yanig berhubuingan dengian perailihan hukuim bendia.   

c. Perjanjiian obliigatoir, adialah perjainjian yang meniimbulkan 

kewiajiban.   

 
15 Ibid, P∂s∂l 1313. 
16 S∂lim HS, Op.Cit,Hlm.29. 
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d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.  

e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik. 

2) Perjainjian menuru it hak dan kewaijiban para pihak, dibedaikan 

menjaiidi;17 

a. Perjanijian timibal balik, adialah perjanji ian pokoik yang 

menimibulkan kew iajiban poikok bagi ke idua belah pih iak. 

Perjanjiian ini ada 2 maicam, yaitu timb ial balik yang sem ipurna. 

Contoh : perjanjian jual-beli 

b. Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli aidalah sua itu perjanjiian dengian 

maina pihak yang satu mengi ikatkan dirin iya u intuk menyierahkan 

suiatu keb iendaan dan pih iak laininya memibayar hargia yang telah 

diperjainjikan.   

c. Perjanjiian sepiihak, adalah perjianjian yang meniimbulkan 

kewaijiban pada satu pih iak saja, seangikan pada pihiak lain hainya 

ada hak. Miisalnya, hibah (Pasal 1666 KUHPerdata) dan 

perjianjian pembierian kuaisa (Pasal 1792 KUHPerdata).  

d. Perjanjiian meniurut keunitungan adailah satu pihiak dan ada inya 

prestasii pa ida pihaik yang lain, dibediakan me injadi :  

1) Perjanjiian Cuima-Cuima, adalah perjianjian yang hainya 

membeirikan keuntuingan pada sailah satu piihak  contoh : 

perjanijian hibah 

2) Perjainjian atas be iban adailah peirjanjian diimana terhiadap 

prestaisi dari pihak ya ing satu seilalu terhaidap kointra priestasi 

dari pihiak lain dan siantara k iedua presitasi itu adaliah 

hubungiannya menu irut hukium.Contoh: perjainjian jual beli, 

sewia men iyewa, dan lain-lain 

3) Perjanijian meinurut naimanya, dibediakan menijadi perjainjian 

khiusus / berniama / nomiinaat / dan perja injian umium / tidiak 

 
17 Dr∂j∂ S. M∂il∂l∂, Perkemb∂ng∂n Hukum Perd∂t∂ Tent∂ng Bend∂ D∂n Hukum Perik∂t∂n, 

Nu∂nsa Auli∂, B∂ndung, 2007, Hlm.87. 
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bernaima / innoiminate / perjianjian jeinis bairu (Pasal 1319 

KUHPerdata) 

4) Perjanjiian khuisus / biernama / noiminaat / adalian perjainjian 

yiang memiiliki naima dan diiatur dailam KHUPerdata  

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

Wanprestasi berarti gagal memenuhi sesuatu yang disepakati dalam 

perintah. Kelalaian kewajiban debitur disebabkan oleh dua kemungkinan: 

kelalaian debitur karena tidak sengaja memenuhi kewajiban atau karena 

kelalaian, dan karena kekuatan yang tidak dapat dihindari (keadaan yang 

berlebihan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari) Pengutang.18 

Wanpirestasi mempuniyai hubuingan yang sang iat erat denigan somiasi. 

Wanpreistasi adaliah tidiak memienuhi atau lailai meliaksanakan kewajiiban 

sebagaiimana diteintukan dalaim perjanijian yang dibiuat anitara kredit iur dan 

debiitur. Wanpr iestasi bairu akian terjadi apaibila salaih satu pihiak melakiukan 

pelangigaran atas perjanjiian yang sudiah disiepakati.  

Masalah kebangkrutan sering muncul dengan kontrak standar. Dalam 

hal ini, penundaan tidak berpengaruh. Akan tetapi, sebagian ahli hukum 

mengatakan bahwa jika terjadi wanprestasi, akad tersebut tidak batal, 

tetapi debitur yang wanprestasi memberinya kesempatan untuk 

menegakkan izin akad.19 

Tidaik terpenuihinya kewiajiban oleh deb iitur disiebabkan oleh duan 

kemunigkinan alasian yiaitu; 

a) Kairena kes ialahan deibitur, baik denigan sengiaja tidak dipeinuhinya 

kewaijiban maup iun ka irena kelialaian.  

b) Kareina keada ian meimaksa (overmach), ForceMajeure, jadi dil iuar 

kemamipuan debi itur. Deb iitur tidak beirsalah.  

 
18 Abdulk∂dir Muh∂mm∂d, Hukum Perd∂ta Indonesi∂, PT.Adity∂ Citr∂ B∂kti, B∂ndung, 

2010, Hlm.203.  
19 Suh∂rnoko, Hukum Perj∂nji∂n. Cet. 7 , Pren∂medi∂ Group, J∂k∂rt∂.2012, Hlm.17 
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Wanpreistasi diaitur di dalaim Pasal 1238 KUHPerdata yang 

menyiatakan bahwa.20 

“Si beruitang adialah lalaii, apabiila ia denigan suirat perinitah atau 

diengan sebiuah akta sejeinis itu telaih diniyatakan lalai, atau demii 

periikatannya senidiri, ialah jika menetaipkan, bahwa si berutiang 

hairus diangigap lalai den igan lewiatnya wak itu yaing ditenitukan.” 

Untuk mengetahui sejak  debitur  wanprestasi perlu diperhatikan 

apakah kata tersebut menunjukkan tenggang waktu pelaksanaan. Jika batas 

waktu layanan "tidak ditentukan", Anda perlu mengirim pengingat kepada 

debitur untuk menjalankan layanan. Namun, jika jangka waktunya 

ditentukan, debitur akan dianggap lalai pada saat berakhirnya jangka 

waktu yang ditentukan dalam pesanan. 

Debitur harus memberikan peringatan tertulis kepada debitur bahwa 

ia wajib melaksanakannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika 

debitur tidak memenuhi batas waktu tersebut, debitur akan dinyatakan  

lalai atau wanprestasi 

Peringatan tertulis dapat bersifat formal dan informal. Peringatan 

tertulis  resmi disebut panggilan pengadilan. Pemanggilan dilakukan oleh 

pengadilan negeri yang bertanggung jawab. Pengadilan negeri kemudian 

mengirimkan peringatan  kepada debitur melalui petugas penegak hukum 

beserta berita acara penyerahannya. Misalnya, peringatan tertulis tidak 

resmi yang disampaikan kepada debitur melalui  telegram terdaftar atau  

oleh kreditur sendiri setelah konfirmasi penerimaan. Peringatan ini disebut 

"ingebrekestelling".21 

2. Bentuk Wanprestasi 

Untuk menentukan apakah seorang debitur wanprestasi, perlu 

ditentukan keadaan-keadaan di mana debitur itu tidak berbuat sengaja atau  

tidak sengaja. Standarnya adalah:22 

 
20 R.Subekti D∂n R.Tijtrosudibio, Op.Cit, Hlm. 48 
21 Ibid, Hlm.203-204 
22 Ahm∂di Miru, Hukum Kontr∂k & Per∂nc∂ng∂n Kontr∂k, PT R∂j∂ Gr∂findo Pers∂d∂, 

J∂k∂rt∂, 2014, Hlm.74 
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a) Samia sekaili tidak memienuhi priestasi  

b) Prestiasi yaing dilaikukan tidak semipurna  

c) Terlaimbat memeniuhi presitasi  

d) Melakiukan apia yang dailam perjanijian dilariang unituk dilakukian.  

D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Toko (Ruko) 

1. Pengertian Rumah Toko (Ruko)   

Untuk memperjelas pengertian ruko, terlebih dahulu dibagi menjadi 

bangunan tempat tinggal dan bangunan komersial (Ruko). Menurut orang 

awam, rumah ini merupakan tempat yang sangat penting bagi manusia 

karena dapat melindungi manusia dari hujan lebat dan berkumpulnya 

keluarga tuan rumah. Saat ini, rumah dibagi menurut fungsinya. Misalnya, 

rumah tempat tinggal Anda, tempat tinggal Anda, tempat tinggal Anda, 

dan tempat tinggal Anda sebagai tempat usaha. 

Hunian biasanya merupakan rumah, tempat berteduh, atau bangunan 

lain yang digunakan sebagai tempat tinggal orang. Istilah ini dapat 

digunakan untuk berbagai bentuk hunian, mulai dari tenda nomaden 

hingga perumahan bertingkat. Dalam situasi tertentu, hunian memiliki arti 

yang sama dengan rumah, tempat tinggal, akomodasi, akomodasi, atau 

yang lainnya.23  

Pengeirtian ru imah usiaha meinurut dari Handa S. Abidin ialah :24 

“Rumiah usaiha atau lebih seiring disiebut tempiat usiaha adailah 

temipat yang diguniakan unituk kegiaitan-kegiiatan per idagangan, 

indusitri, proiduksi, usaiha jasa, penyiimpanan-penyiimpanan 

dokuimen yang berkeinan deingan perusiahaan, jiuga kegiiatan-

kegiiatan penyimipanan atau pameiran biarang-biarang, terimasuk 

rumiah tempiat tingigal yang seibagian diguinakan untiuk kiegiatan-

keigiatan terisebut”. 

 
23 Arifin Wij∂y∂, Temp∂t Tingg∂l, Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tempat_Tinggal 
24H∂nd∂ S. Abidin, Pengerti∂n Temp∂t Us∂h∂, 

Http://Penelitihukum.Org/Tag/Pengertiantempatusaha/, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal
http://penelitihukum.org/tag/pengertiantempatusaha
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Di sisi lain, rumah  yang digunakan sebagai bangunan komersial 

memiliki arti yang berbeda  dengan rumah atau tempat usaha. Ruko adalah  

jenis bangunan yang terdiri dari kata rumah dan ruko. Rumah yang berarti 

tempat tinggal dan bangunan usaha yang merupakan tempat kegiatan 

usaha  dapat dikatakan sebagai  bangunan yang memadukan fungsi 

kehidupan dan pekerjaan. Dengan titik awal yang sederhana ini, bangunan 

komersial dapat berkembang dengan sangat cepat. Selain praktis dan 

murah, fungsi bangunan komersial dapat menampung kegiatan dalam 

skala ekonomi kecil. 

Perkembangan Trend House sebagai tempat usaha yang 

mengharapkan efisiensi dan mobilitas tinggi masyarakat modern  

menunjukkan perkembangan yang semakin langka dalam beberapa tahun 

terakhir. Hal ini terlihat dari bisnis ruko yang semakin menjamur di seluruh 

kota di Indonesia, termasuk Mataram. Kami juga dibanjiri permintaan dari 

berbagai kalangan, mulai dari dokter, bidan, ahli akupunktur hingga guru, 

untuk membangun rumah dan kantor. Pesanan desain ruko ini juga datang 

dari para pengusaha yang ingin menjalankan bisnisnya dari rumah.    

Bangunan komersial tentunya merupakan solusi yang cukup  untuk 

memenuhi kebutuhan perumahan Anda dan mengembangkan bisnis Anda 

dari rumah. Dari fasilitas pelayanan hingga toko, Anda dapat 

mengembangkan bisnis Anda melalui desain ruko dan meningkatkan 

mobilitas dan efektivitas pengguna. Pada dasarnya, orang yang tinggal di 

ruko di lantai dasar sering digunakan sebagai tempat bisnis atau kantor. 

Hal ini sering digunakan sebagai tempat untuk bisnis di lantai berikutnya. 

Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di kawasan perbelanjaan 

dapat memisahkan jam kerja dan lokasi sehingga tidak terjadi kerancuan 

antara pekerjaan dan tempat tinggal  dalam satu rumah. 

Tipoliogi diari ruko biiasanya dikienal:25 

 
25Arsit∂g, Tips Membu∂t Des∂inruko, Https://Medium.Com/@Arsitag/Tips-

Membuatdesain-Ruko-6f38710e1056, 

https://medium.com/@arsitag/tips-membuatdesain-ruko-6f38710e1056
https://medium.com/@arsitag/tips-membuatdesain-ruko-6f38710e1056
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a) Reliative seimpit deingian maisa bang iunan yanig memanijang ke 

belakiang. 

b) Keidua sisiniya mas iih saliing berdekiatan yang menyiebabkan 

kuialitas dalaim ban igunan reindah  

2. Spesipikasi Ruko Atau Rumah Toko 

Seiring berjalannya waktu, fungsi dan bentuk ruko  mengalami 

perubahan terutama dalam hal efisiensi lantai. Karena tingginya bentuk 

bangunan komersial didepan, alun-alunnya sempit. Hal ini mempengaruhi 

kota, terutama dalam hal sirkulasi. Untuk itu, saat mendesain ruko, Anda 

perlu mempertimbangkan kenyamanan  ruko itu sendiri. Ruko dapat dibagi 

menjadi beberapa jenis desain;26 

a) Paviilliun sebiagai saniggar seini.  

b) Rumiah wariisan sebiagai teimpat kost mahasiiswa.   

c) Cariport atau garaisi sebagaii tempiat warunig inteirnet. 

d) Loteing rumiah dengian plaifon tiniggi sebiagai stuidio desiain. 

e) Garaisi dijaidikan distrio, dan sebagiainya. 

Lokasi merupakan faktor terpenting dalam memilih lokasi yang 

strategis untuk sebuah bangunan komersial, karena berfungsi sebagai 

tempat usaha. Saat memilih lokasi, Anda harus terlebih dahulu 

menganalisis lokasi. Dengan kata lain, ini semacam survei kecil untuk 

menentukan apakah suatu tempat adalah tempat yang baik untuk bisnis.  

Anda dapat menggunakan analisis untuk menentukan "nilai" dari 

lokasi yang Anda pertimbangkan, sehingga Anda dapat melihat bahwa 

perbandingan "nilai" dari beberapa lokasi yang ada adalah pilihan terbaik. 

Peringkat ini mirip dengan  hotel bintang satu. Satu bintang di lokasi yang 

bagus, lima bintang di lokasi yang bagus dengan harga yang luar biasa. 

Bintang-bintang yang menentukan kebaikan  lokasi adalah::27 

a) Kedeikatan deng ian pusiat atau maginet akti ivitas kota. 

 
26Anne Ahir∂, Mencipt∂k∂n Des∂in Rum∂h Toko Y∂ng  Efektif, Http:// 

Www.Anneahira.Com/Desain-Rumah-Toko-14848.Htm 
27Andie Wic∂ksono, Mengelol∂ Invest∂si Re∂l Est∂te, Peneb∂r Sw∂d∂y∂, J∂k∂rt∂, 

2005,Hlm.6 

http://www.anneahira.com/desain-rumah-toko-14848.htm
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b) Keteirsediaan utiilitas kotia sepierti air, lisitrik, tele ipon dan lain-lain. 

c) Kemudiahan pencaipaian atau aksesiibilitas. 

d) Aktiivasi penuinjang yiang ada di sek iitar lokiasi seiperti layainan 

perbanikan, rumiah sakiit dan tempiat rekireasi. 

e) Lingkuingan disekiitar loikasi terimasuk di dalaimnya keamianan, 

kebersiihan dan estietika lingikungan dan la iin-lain.  

E. Tnjauan Yuridis Upaya Penyelesaian Masalah 

1. Penyelesaian masalah secara letigasi 

Untuk memperjelas, legitimasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

melalui perdamaian dan penghindaran sengketa dengan menyusun 

kontrak yang baik. 

2. Penyelesaian masalah secara non litigasi 

Penyeleisaian seng iketa di luar pengaidilan menyele isaikan suaitu senigketa 

dengian jailan penyeliesaian (konstruktif). Menyielesaikan sengkieta waris 

secar ia sewienang-weinang dan me incegah seingketa sebagiai bagiian kecil 

dari pekierjaan. Menigeluarkan periintah pengaidilan (declarer). 

Penunjiukan wali, adoipsi dan kartu identitas lainnya.28 

 

 

 

 

 

 

  

 
28 I W∂y∂n Wir∂y∂n & I Ketut Art∂di, Penyeles∂i∂n Sengket∂ Dilu∂r Peng∂dil∂n, Ud∂y∂n∂ 

Universit∂s Press, Denp∂s∂r-B∂li, 2010, Hlm. 3   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jienis penel iitian yang diguniakan dailam peneli itian ini adialah peneliti ian 

hukuim norimatif empiiris: 

“Peneliitian hukuim normaitive dikonisepkan sebiagai penelitiian 

terhiadap kaidiah atau normia yanig merupiakan patoikan berpierilaku mianusia 

yanig diangigap panitas. Suimber penielitian hukuim norimative haniyalah data 

sekiunder, yang teridiri dari bahian hu ikum priimer, baihan hukium seku inder 

dan baihan hukuim tersiier.29 

“Meitode peneliti ian empiiris adailah suaitu meitode peneilitian yang 

dilakiukan den igan meniiliti datia primier.”30 Sehiingga peneliitian hukium ini 

mencoiba mempeirhatikan, mengkiaji, dan menigetahui pembeirlakuan atau 

peneraipan aturian huikum dailam prakteiknya di lapaingan dan bagai imana 

bentiuk perlinidungan hukiumnya terikait permiasalahan yan ig ak ian dit ieliti 

yakini terkiait dengain perjanijian kerjaisama yaing te irjadi padia. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang peneliti gunakan 

untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek  yang berkaitan dengan 

pertanyaan yang mereka jawab. Saat melakukan investigasi, Anda memerlukan 

pedoman untuk belajar menganalisis dan memahami masalah yang Anda 

hadapi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan masalah yang telah Anda 

selidiki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: 

1) Pendekatan perundang-undangan 

Pendekatan hukum adalah pendekatan yang ditempuh dengan mengkaji 

bagaimana bentuk, isi, dan penegakan peraturan perundang-undangan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 
29Amirudin & Z∂in∂l Asikin, Peng∂nt∂r Metode Peneliti∂n Hukum, PT R∂ja Gr∂findo 

Pers∂d∂, J∂k∂rt∂,2006, Hlm. 118 
30Soeryono Soek∂rno D∂n Sri M∂muji, Peneliti∂n Hukum Norm∂tif Su∂tu Tnj∂u Singk∂t, 

R∂j∂ Gr∂findo Pers∂d∂, J∂k∂rt∂, 2010, Hlm. 14 
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2) Pendekatan Sosiologi (Sociological Approach) 

Pendekatan sosiologis (sociological approach) adalah pendekatan yang 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan 

sehari-hari warga negara. 

C. Lokasi Penelitian  

Lokiasi penelitiiaan berliokasi di Loimbok Tiimur 

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data 

1. Jenis data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber 

pertama. Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian 

dalam format laporan.31 

2. Sumber Data  

Sumbier diata adailah tem ipat diperiolehnya da ita. Suimber datia yang digunaikan 

terdiiri dari: 

a. Daita Primier “Daita priimer meirupakan datia ya ing dipeiroleh langisung 

dairi masyiarakat yang akian diiteliti.”32 Dalaimi peneliitian iini yang 

digunakian yaiitu daita laipangan yaing dipeiroleh dari hasil waw iancara 

para piha ik yang mengiikat diri daliam perj ianjian tertuilis pada ka isus di 

Loimbok Timuir Desa Keiruak Kecamiatan Seliebung Ketaingga. 

“Waw iancara yang dipeirgunakan dalaim penielitian ini adialah 

wawaincara bebais terpiimpin yaitu tekinik wawiancara yang dafitar 

pertanyaaninya telaih dipersiiapkan terliebih dahuilu oileh pen ieliti namiun 

masiih tetiap dimiungkinkan adainya variiasi pertaniyaan yang disesuaikian 

deingan situiasi dan kon idisi pada saat wawa incara.”33 

 
31Amiruddin & Zain∂l Asikin, Op. Cit, Hlm. 3  
32S∂lim D∂n Erlies Septi∂n∂ Nurb∂ni, Pener∂p∂n Teori P∂d∂ Peneliti∂n Tesis D∂n Disertsi, 

R∂j∂ Gr∂findo Perss∂d∂, J∂k∂rt∂, 2013.Hlm.15 
33Sugiyono, Metode Peneliti∂n Pendek∂t∂n  Ku∂nt∂tif D∂n Ku∂lit∂tif, Alf∂bet∂, B∂ndung, 

2007, Hlm.300 
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b. Data sekunider, adailah data atau baihan hukum yang dipeiroleh meilalui 

daita kep iustakaan yang daliam penelitiian huku im terdiiri dari: 

1) Bahian Hukium Priimer 

Bahain hukuim yang sifiatnya mengiikat atau berhubiungan denigan 

permasala ihan ya ing terk iait. Dailam hal ini adalah; 

a) Perjianjian Piara Pihak 

b) Kiitab Undaing-Undiang Huikum Peirdata 

c) Undaing-Und iang Nom ior 5 Tahiun 1960 te intang Undiang-

Undanig Poikok Agriaria 

2) Bahian Hukuim Skundier 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menguraikan 

bahan hukum primer  berupa buku literatur akademik untuk 

mencari pendapat-konsep teoritis yang berkaitan erat dengan 

masalah yang diteliti dan pengumpulan data melalui wawancara.  

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan  sekunder seperti 

kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan 

lain-lain. 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data 

Berdasar ikan penielitian ini metodie pengumipulan data yanig diguniakan 

adaliah sebagiai beriikut: 

1. Kepustakiaan, penguimpulan data denigan tekniik studi dokiumen adailah 

mengikaji bukui-buku litieratur, periaturan perunidang-und iangan, 

dokiumen-dokuimen resmii, dan sumiber kepuistakaan lainniya yang 

berkiaitan dengian maisalah yang di teliiti 

2. Peneliitian lapanigan, tujuian dari dilaikukannya penielitian lapiangan adaliah 

untuik menguimpulkan daita priimer mielalui wa iwancara deingan informian 

atau paira pihiak yang mengiikat diri paida kaisus Lomibok Timiur 

a) Liokasi Peneliitian yaiitu berteimpat di wilayiah Lomibok Tiimur 
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b) Resiponden atiau infiorman dalaim penelitiian ini ada ilah para piihak yang 

mengiikat diri dalam perjainjian tertuilis yang tentuinya mengetaihui 

banyak tenitang oby iek yang ditieliti 

Tekniik pengumipulan datia dilakiukan denigan waiwancara sec iara langisung 

atau tertuilis denigan infiorman.  

F. Analisa Bahan Hukum/Data 

Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yang menggunakan 

analisis komparatif konstan. Artinya, perbandingan teori yang digunakan 

dengan norma hukum yang terkait dengan data  berupa pernyataan para pihak.34 

Pendekatan kualitatif, yaitu mencari dan memperoleh fakta dari penelitian 

lapangan dan kepustakaan, serta mengaitkannya dengan  pendapat responden 

yang diperoleh melalui peraturan, buku akademik konsensus tertulis, dan 

wawancara untuk memberikan solusi dan kesimpulan atas masalah. 

G. Jadwal Penelitian 

Berikiut jadiwal peneliitian dari tahiap perisiapan sampiai tahiap peniyusunan 

laporian y iang diiisusun peneliti disaijikan dailam taible: 

NO KEGIATAN 

BULAN 
DES JAN FEB 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tahap Persiapan Penelitian                     

2 Interview & wawancara                      

3 Penyusunan hasil penelitian                      

4 

Konsultasi hasil penelitian dengan 

dosen pembimbing 1 & 2                     

5 Persiapan seminar hasil                     

Tabel I. Jadwal Penelitian  

 

 

 
34Amiruddin & Z∂in∂l Asikin, Op. Cit., Hlm. 30 


